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Surat Keterangan

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

wm
DINAS PARIWISATA (ﬁlmaﬁ'assar
w 11. Urip Sumoharjo No. 58, Makassar 90144, Phone/Fax : 0411 - 424 832

[€: mkssombere@gmall.com ] - [ T: @mks_sombere] - [W : www.tourls k id]

Facebook Fanpage: Dinas Pariwisata dan Ekonomi K:.nnl Kota Makassar

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 12888/DISPAR/008/X11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Roem, S.STP., M.Si

Nip : 19831110 200212 1 001

Pangkat/Gol : Pembina Tingkat |/ IVb

Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar
Menerangkan bahwa mahasiswali) di bawah ini :

Nama : ANDRIAN YASRI ARIEF

NIM / Jurusan : B021171006 / Hukum Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan keglatan Penelitian di Dinas Pariwisata Kota Makassar pada tanggal 27
Desember

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mak , 27D ber 2023
secara elek oleh:
Kepala Dinas Pariwisata
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